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b, bahwa dengan beriakunva Undang-undang Nomor
Keputusan Presiden Nomor 188 Talun 1998
Momor 44 Tahon 1999, serta untuk menjamin Leadx an, kepastian
hukum, peningkatan profesionalieme, akuntabilil
dalam  penvusunan produk  hukum, maka
scbagaimana dimaksud dalam hurat a p:-tlu ditia
disempurnakan;
¢. hahwa atas dasar hal tersebut, dipandang pertu menetapkan kembali
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Peraturan Daerab tentang Tata Cara Penvusunan Peraturan Daerah
dan Penerbitan Lembaran Daerah
Mengingat o 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950

(Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);

2. Undang-undang Nomo
'en\iwun Negara Tahun 1999 Nomor 64,
Negara Nomor 3839}

3. Keputusan Presiden Nomor Tabwn 1998

Mempersiapkan Rancangan c-undang, ¥

PenLuJ,.nml dan Rancangan Keputusan Presiden:

tentang

l.hl(;‘ld].i-d.d.(‘.l.al‘t Kabupaten dalam Linekuncan Propinsi Jawa Darat
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Pembentukan

r 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Tambahan [Lembaran

Cara
Peraturan

¥,
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Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis
Penyusunan Peratwran Perundang-undangan, Rancangan Peraturan
Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1003
tentang Bentuk Peraturan Daeralhh dan Peraturan Daerah
Perubahan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG ’I‘A’I‘!\ CARA PENYUSUNAN

P

ERATURAN DAERAH DAN PENERBITAN LEMBARAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, vang dimaksud dengan:

o
.

i,

ey
o)

k.

L

Daerah adalah Kabupaten Cianjur;
T ]

rah adalah Pemerintah Kab

Bupati adalah Bupati Cianjuz;

. Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah vang selanjutnva disebut DPRD

adalah Badan Legiclatif Daerah Kabupaten Clanjur:
L E

Selretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Clanjuy;
P PO TR S T D T TP TSP R TR 2 S T S
Sekretatiat Daerah adalah Sekaetaviat Dacralb Kibupaten Cie i,

Unit Kerja adalah Unit Kerja vang membidangi hukum dan
perundang-undangan di Selretariat Daecrah Kabupaten Cianjur;

. Perangkat Dacrah adalah organisasi/lembaga pada Pemcerintah

Daerah  yang bertanggung jawab  kepada Bupati  dalam
penvelenggaraan pemerintahan;

Dinas/Lembaga Tekuis Daerah adalah dinas/lembaga teknis daerah
Kal mumfnn C mmm

Rancangan Peraturan Daerah
ada],aa Rancangan Peraturan Ud(hlh K (.m pater Clanjur;

. .. ., 33 . I R « 4
Janjutnya  disebut Raperda

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaien Cianjur;

Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur;

m. Rancangan ...
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m. Rancangan Akademik adalah hasil kajian ilmiah vang disusun oleh
et (ulgh‘u t daerah yang dalam pe laksar laannya dapat
mengikutsertakan perguruan tinged atau pi ha K lain vang mempunvai

7 LWL ) i - (&) s o
keahh_an untuk P(:)I\}/ usundn p‘.’.l‘ aturan PEIU.'[ICIilllg-'\llld&lﬂgdﬂ;

n. Tim Asistensi adalah tim vang dibentuk oleh Bupalti vang bertugas
memberikan asistensi dalam pembahasan Rancancan Peratuyran
Daerah menjadi Peraturan Daeraly;

0. Pemrakarsa adalah perangkat daey

TAHAP PERSIAD A
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(h diqjuikan  olen Bupatl,  pemrakarsanya  adalah

cogiin damors 1.2.1 4 S S .
Sesual acngan U.Ld,clng tigasnya.

(2) Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam ayvat (1) Pasal ini, wajib
minta persetujuan terlebih dahulu kepada Bupati dengan
menyertakan  penjelasan  selengkapnya mengenai  konsepsi

engaturan yang meliputi

3

. latar belakang dan tujuan penyusunan;

. sasaran vang ingin diwujudkan;

pokok-pokok pllm an, lingkup atau obyek vang akan diatur;
1. jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 4

oo R

~

(1) Dalam rangka pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan
konsepsi Raperda vang berasal dari Sekretariat Daerah, dapat
dikoordinasikan dengan dinas/lembaga teknis daerah.

2) Dalam hal pemrakarsa adalah dinas/lembaga teknis daerah, maka
dalam rangka pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan
konsepsi vang akan dituangkan dalam Raperda, pimpinan
dinas/lembaga teknis daerah wajib mengkonsul-tasikan terlebih
dahulu dengan unit Kerja.

Bagian ...

o oSt i




Bagian Ketziga

() Pemrakaisa uuid terlebih dahalc

U menyusun randangan A deniik
mengenai Rapmda vang ai\an diusulkan.

(2) Penyusunan rancangan akademil dilakulkan oleh pemrakarsa

bersama-sama denpan unit kerja, dan  pelaksanaannya  dapat
1

ale
al
sihak lainnva vang
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(3) Dalam hal Raperda tersebut memerlukan rancangan akademik,

maka rancangai akadeinik %L}.uu raiimana dimaksud "1'\‘&’11 \L) Pasal
ini, dijadikan hah,m pembahasan d,.hm rapat konstiltasi.

FPasal 6

Bupati menugaskan unit kerja untuk secara fungsional bertindak
sebagai penyelenggara rapat konsullasi vang bersifal permanen,

i J, 1ita
remant 1Pdlx Konse L'wl

Pasal 7

Upava pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi
Raperda sebagaimana dimaksud Pasal 4, diavalikan pada perwujudan
keselarasan konsepsi tersebut dengan ideologi negara, kebijakan
nasional, aspirasi masyvarakat, nilai moral dan agama, norma-norma
adat serta peraturan perundang-undangan vang berlaku yang terkait
dengan materi yang diature dalam Raperda.

Pasal &

(I) np:wud yt:i‘l;:ﬁ arimonisail, p\lulvummn dai ju= uu‘ﬂttcﬂ_vdﬂ kuuSLPSL
tdak dapat  dihasiikan dalam rapat  konsultasi, pemrakarsa
melaporkannya disertai penjelasan mengenai perbedaan pendapat
'Lm"md a Runan untitk rnnmjanﬂtl an K eputusan,

(2) Keputusan yang diberikan Bupati lalam masalah sebagaimana
dimaksud ayat (1) Pasal ini, sekaligus merupakan Keputusan
disetujui atau tidaknya terhadap prakarsa penyusunan Raperda.
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Pasal 9
Dalam hal telah diperoleh L’.,.h,;-1*mm‘1i5g_, n, kebulatan dan kemantapan

ko:nsepsi, penrakarsa secara resmi mengajukan permintaan persetujuan
prakarsa penyusunan Rapeum kepada Bupati dengan memperhatikan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 avat (2).

Pasal 10

Persetujuan Bupati terhadap prakarsa penvusunan Raperda diberi-
tahulan secara tertulis oleh Sekretaris Daerah kepada pemurakarsa.

kepa en
BAB T
TAHAP PERANCANCGAN
Bagian Pertama

Pembeniukan Tim Asislensi

(1) Berdasarkan persetujuan prakarsa sebagaimana dimaksud Pasal 8

dan Pasal 9, Bupati membentuk Tim Asistensi.

(2) Permintaan keanggotaan Tim Asistensi sebagaimana ayat (1) Pasal
ini, dilakukan langsung oleh Sekretaris Daerah Kma_da pimpinan
perangkat daerah te rkait dengan materi yang diatuzr, daldm waktu 7
(tujuh) hari kerja setelah diterimanva surat Sekretaris Daerah

Taan A ATy HTL Al

wengen ai perse U.l} uan pemy akarsa.

(3) Permintaan keanggotaan Tim Asistensi scbagaimana dimaksud ayat
(2) Pasal ini, disertai salinan usul prakarsa yang telah memperoleh
persetujuan Bupati, konsepsi yang akan dituangkan dalam Raperda
tersebul dan hal-hal lain yang dapal memberi gambaran mengenai
materi yang akan diatur.

(4} Pimpinan perangkat daerah sebagaimana

erangkat daera ay wksud ayat (2) Pasal
ini, menugaskan stafnva vang membidangi hukum dan perundang-
undangan, ahli  hukumnva  dan  atauw pejabat  seni i

: J
linak"mgmmva vang secara teknis menguasai permasala lmn yang

akan diatur uamm J\u} &l } i.

—
J1
=

Penyampaian nama personil sebagaimana dimaksud avat (4) Pasal
ini, dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah
tanggal penerimaan surat permintaan.

(6) Keputusan pcmbemul“m Tim Asistensi ditetapkan paling lambat 21
(dua puluh satu) hari sejak tanggal diterimanya surat Sekretaris
Daerah men genai pemberitahuan persetujuan pemrakarsa.

Pasal 12 ...

Io
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Pasal 12
Kepals
L

Asistensi.

(1) Tim Asistensi menitikberatkan pembahasan pada permasalahan/
materi yang bersifat prinsip seperti kelengkapan obyek vang akan

P S B U TR SO TR
\,u.atul_, ]aﬁg}xd Wain Adail aran pey n u rrain.

(2) Kegiatan perancangan secara teknis dilakukan oleh unit kerja.
(3) Hasil perumusan sebagaimana dimaksud avat (2) Pasal ini,

sclanjutnya  disampaikan kepada Tim  Asistensi untuk  diteliti
Kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip vang te‘_a_h d].sepa.l\'a L.

Pasal 14
(1) Ketua Tim Asistensi secara berkala melaporkan perkembemgan
penyusunan Raperda dan permasalahan vang dihadapi kepada
Bupati.
(2) Tim Asistensi menyampaikan hasil perumusan akhir Raperda
kepada Bupati dengan disertai penjelasan.

Bagian Kedua
Konsultasi Raperda
Pasal 15

(1 Rapex,da sebagaimana dimaksud Pasal 8 avat (1), apabila dipandang
perlu dapat dikonsultasikan kepada Departemen Dalam Negeri dan
Menteri Negara Otonomi Daerah.

2) Khusus untulk Raperda mengenai pajak dan retribusi perlu
. 1 ge Paj 1
dikonsultasikan kepada Menteri Keuangan.

Bagian Ketiga
Persetujuan Rapesda
Pasal 16

Apabila Raperda tersebut telah memperoleh kesepakatan, Sekretaris
Daerah tengajukan Raperda tersebul kepada Bupali,

Pasal 17

Selictaris Dae fali me mpmmm ]L;ld‘;.?v("i'c'{d S¢ {'u«'uumum tersebut dalam
Pasal 16, kepada  Buopali  dan f%é‘!'r(ilhls;iJS rm-znnperrs;m}j) an  nota
penyampaian Bupati yang telah disempurnakan kepada  pimpinan
DPRD.

Pasal 18

l
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Pasal 18
(1) Persetujuan penyusunan Raperda juga meripakan persetujuan bagi

penyusunan rancangan I‘\C‘puiU‘idD P»Lm Wi vang aLmﬂul\‘an sebagai
peraturan pel: ks.m”.um‘; a.

. T imaksud }_ ada C{Y(‘lt (1‘)
sml\an 'pa}_mg Lmn%"xt satu  tahun setelah
< I

Pasal 19
Dalam haf[ prakarsa berasal dari DPRD), maka proses pengajuan
Raperda mengacu pada peraturan tata tertib I“”"\ '

BAB 1V
TAHAP PEMBAHASAN

Bagian Pertama
Peny ampaian Reuzmam_gu n Peraturan Daerah
Pasal 20

Dalam nota penvan‘xpa’mn Bupati S’lﬁ'l‘:"aﬁﬂflﬂa dimaksud Pasal 17,

e

Pt B PPN TP P " o .
d(m&cim\auu u-hcu »alw uiun\ 34 “1 eran an tiara Ldm X

T
fulead)

a. latar belakang dan tujuan penyusunan Rapo
b. sifat penyelesaian Raperda vang diliehe

|5 N AP TT DE
GRS B

Proses Pembahasan Raperda Pralcoraa D001 oleh Flaekotif

Raperda vang berasal dari DPRD beserta penjelasannyva disampaikan
secara  tertulis  kepada  Bupati.  selanjulnva Sekretaris  Daerah
meaugaskan unil Kerja dniuk mengkoordinasikan  pembahasannya
beriknt - petunjuk-petunjuk  Bupati  mengenai  Raperda  yang
bersangkutan dengan Perangkat Daerah lainnya yang terkait.

Pasal 22

(1) Unit kerja yang ditugasi mengkoordinasikan pembahasan Raperda
secepatnya membentuk Tim Asistensi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 untuk membahas dan menviapkan pendapat,
pertimbangan, serta saran penyempurnaan yvang diperlukan.

it
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(2) Tim Asistensi menyelesaikan tugas selambat-lambatnva 21 (dua

yuhdl ba‘u; hari kuja LLllLiLUHk) %L}(u\ hxlmgé’z.} ;f;n“:lnbcrxtukann‘v‘1 dan

menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnva kepada unit ker ja yvang
mengkoordinasikan pembuhasan Raperda tersebut,

(3) Tim Asistensi bertugas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 13
(an !4 LL ﬂb\’!‘ t-'\z 1"{)‘ 1 A i

ot

ang mewakii  Bupati dalam

pembahasan Raperda terse”‘ou,L di DPRD.

Pasal 23

Unit kerja yang ditugasi untuk memv!m:d,m sikan rembdlmﬂ‘an

> 4 .
Raperda berkewajiban me

Asis tmm sebagaimana dimaksud Pasal 23 dengan disertai pendapat,
pectimbangan serta saran penvempurnaan vang u,.m]ul\un Tim Asxst(nm

kepada Perangkat Daerah Jainnya vang terkait

Pasal 24

(1) Bupati menvampaikan kembali Raperda hasil kajian Tim Asistensi
kepada DPRD dengan Nota penvampaian Bupall vang berisikan
penerimaan untuk membahas lebih 1a njut Raperda atau perlu

RTINS , U (TS S S
L}le i-'11l\u,1t'\i1ll.[l\;’ il pkﬂ.( I.}” \-:.l,upu,t'.lum_u IS i,‘U. AlaSail-alasannva,

(2) Dalam hal menerima Raperda untuk dibahas lebih lanjut, dalam
Nota penyampaian yang disampaikan  Bupati atau  yang
mewakilinya sekaligus disebutkan pejabat vang mewakilinya
dalam pembahasan Raperda dimaksud.

Bagian Kelioa
[ ) o]

Pasal 25

(1) Dalam pembahasan Raperda di DPRID mengacu pada peraturan tata
tertib DPRD.

(2) Dalam pembahasan Raperda di DPRD sebagaimana dimaksud avat
(1) Pasal ini, pejabat vang ditugasi untuk mewakili Bupati waijib
~ 1

menvampaikan laporan perkembangan  pembahasan  Raperda
4 R 9

tersebut kepada Bupati.
BABV
TAHAP TENETAPAN

Pasal 26

f'J
e

(1) Persetujuan Raperda dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD.

(2} Setelah .
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(2) Setelah Raperda mendapat persetujuan DPRD  dalam  bentuk
Keputusan DPRD  Rancangan Peraturan  Daerah  selanjutnya
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan ditandatangani oleh
. Py 1 1 NI ’

Bupati serta dibububi cap jabatan,

TAHAF PENGUNDANGAD
Pasal 27
Peraturan Daerah vang telah ditandatangant dan dicap jabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), 6 (enam) eksemplar
diserahkan kepada Sekretaris Daerah untuk
a. dn_f_ndanolaﬂ dalam Lembaran T‘)nsarn% solambat- 1.1mbah1va 14
{empat belas) hari setelah Peraturan Daerah ditetapkan;

b. dikirim kepada Pemerintah paling lambat 15 (lima belas) hari setelah
iggal penetapan  disertai  dengan sisalah rapat  pembahasan

raturan Daerah tersebut.

tar
1)
Pasgal 25
(11 yHaty 1 O eINa; yan Hroc 11’ IR X "i.‘l(‘l"c!l‘. {. \i N T ot 11): AR
{1 ug.,i} pengundangan produll hukum ¢ N dalam Lembaran
Daerah d beri Nomor dan Nomor Seri tertentu sesuai dengan jenis
produk hukum tersebut

o

(2) Penulisan Nomwor seii sebagaimana dimaksud avat (1), ditulis di
buku agenda pengu ndangan.
AV w ()
3} Nomeor seri untuk Lembaran Daerah adalah sebagai berilut :
(vl

qes B 15 . PP | DTN S . . i Painl T R PN
STt A ‘Odgi pGﬂ]UG tan Peraturan Daes ah d,‘.ﬂtdﬂg Pajal ;D:"lei'd.u.‘a,

. - TS, NP S S TP, TS T
Seri B @ bagi pemuaian Peraturan  Daeg ab tentang  Retribusi
Daerah;

bagl pe:mua tan Peraturan l)d”tdh vang memuat ancaman
pidana;

SeriD @ bagi pemuatan :

1. Peraturan Daerah tentang kelembagaan dan Peraturan
Daerah vang tidak term ;bA dalam A, Bdan C;

2. Keputusan Bupati untuk melaksanakan Teraturan

Perundang-undangan serta lindakan-tindakan hukum
lainnya dari Bupali yang bersifat mengatur
Pasal 29
' (1) Tala cara pembuatan l.embaran Dacrah adalah sebagai berikut :

a. Pada ...

1y



a. Pada bagian atas ditulis dengan huruf kapital LEMBARAN
DAERAH KABUPATEN CIANJUR;

b. Dibawah judul tersebut dimuat Lambang Daerah;

c. Sebelah kiri dibawah Lembaran Daerah dicantumkan Nomor
Lembaran Dacrah kemudian ditengak-tengah dicantumkan tahun
pengundangan dan disebelah Ldnmm\ a du antumkan Seri dari
Lembaran Daerah yang bersangkutan dan dibawahnya diberi
garis tebal;

d. 2 spasi setelah garis dimaksud huruf ¢, dimuat secara lengkap isi

p;odm\ huLun.l daerah vang bersanglkutan, dan di Imwmn dl\hll
Letentu an cap dan tanda tangan Bupatl digs-..nttt dengan sebutan

e. Dibagian bawah kalimat tersebut dalam huruf d, dicantumkan

i LN, R 3 R .
L 11 il!c’!\clu \_l_L ..... : UdUL‘I L(Ul‘r'u&.)dl ..... .

f. Diisebelah bawah dicantumban kaia-kata Sekretaris Daerah
lengan mencantumkan nama lenglap (tanpa gelar dan panglat)

2
Lm NIP serta 11 uang tanda tangan

(2) Bentuk Lembaran Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Daerah ini merupakan bagian vang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

asal 3

(1) Pemrakarsa be:r};mmji'm-x:n secepatnva  menvebarluaskan jiwa,
semangatl  dan  substansi  PVeraturan  Dacrab tersebut .’x;o-::}fracl.a
masyarakat.

.
2]
~—

Kegiatan penyebarluasan  pemahaman  sebagaimana  dimaksud
dalam ayat (1), dilakukan secara bersama-sama dengan unit kerja.

TEKNIK PENYUSUNAN
[ PP j 1
bl 04

T Ao . PR Ty iyt oy 4o . . .‘_".‘ PR '.,',, ’ I I i8] .. ” g g
Lampiran, merupakan bagian yang tidal loepisabkan dari Peraturan

Daerah ini.

BAB VI ..
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KETENTUAN PENUTUR
Pae o1 27
ERE L LR S SRWE
™ I | N, Lot | e
17 .,M:m ukux’it\uuva Veraturan 'ummn (NN um}\u PC aturan Dau:.m.h
¥

ai;mmt(-n Daerah Tingkat I Cianjur Nomor 6 Talun 1976 tentang Tata
dld lVlL‘Ull'le‘. i ﬂf’fdlu.[fu.! LJ(“."I Jl \.lt”! { fier l'llcl[l l,t’[]“’d‘fl]l .TMELAH
Kabupaten Daerah Tingkat IT Cianjur, d“_:\fsf‘a takan tidak berlaku lagi.

Pasal 33
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini
sepanjong  mengenai  teknis  pelaksanaannya  akan  diatur  dengan

Rm‘mhman Rm hati

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

T‘nrafur an Daerah ini denoan penempatannya dalam Lembaran Daerah

..... Ll Castll 15t I DAl CXel

Kabupaten Cianjur.

Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwalidlan Rakyat Daerah
§ )
Kabupaten Cianjur dengan Keputusan Nomor 25/172.2/Kep. JOPRD/
2001 tanggal 7 Juni 2001,
Dinndanglan di Cianjur
O )

pada i'u,nggs.xi 15 erx'i 2001

RAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2001

2 AV
OMOR 43 SERI D
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LAMPIRAN PERATURAN DATRAY NABUPATEN CIANIUR

PENERBITAN

TEENIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Judul;

. Pembukaan;

Batang Tubuh;

. Penutup;

Penjelasan;
Lampiran (bila diperlukan).

Judul

. .
1. Sctap Peraturan Dacrah dibert judual;
]

Judul Peraturan Daerah memuat keterangan miengenai jenis, nomor, tahun,
pengundangan dan tentang (nama) Peraturan Daerah;

1

i

. Tentang (nama) Peraturan Daerah dibuat secara singkat dan mencerminkan isi
Peraturan Daerah;

N

. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital vang diletakan di tengah marjin
tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh :

AN DAERAH KABUPATEN CLANTLIR
LJ(/;VIAOI‘\ lLlth] ’> )
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pada nama peraturan perundang-undangan Dacrah perubahan ditambahkan
frasa PERUBAIHAN ATAS d1dep.: n judul peraturan perundang-undangan yang
diubah.

Contoh ...




Contol :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG ..

5. Bagi Peraturan Daerah yang telah diubah lebih dari sekali, diantara kata
TESLANSNS han kdm 2I NS disisipkan bilangan tingkat vang menunjukan
tingkat perubahan tersebut tanpa merinci perubahan-perubahan sebelumnya.
Contoh :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR ... TAHUN ....
TENTANG ...

6. Jika Peraturan Daerah vang diubah mempunvai nama singkal, Peraturan
Daerah dapat menggunakan judul singkat Peraturan Daerah yang diubah.
Contoh : |

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CTANJUR ‘

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2000 |
TENTANG RETRIPUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

7. Pada nama Peraturan Daerah pencabulan ditambalikan kata PENCABUTAN
didepan judul Peraturan Daerah yang dicabut. f
Contoh :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR .... TAHUN 2000
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR .... TAHUN 2000 TENTANG

..............................

B. Pembukaan

1. Pembukaan ....



1.

o

Pembukaan Peraturan Daerah memuat

a. jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan Daerah;
b. konsiderans;

c. dasar hukom;

d. memutuskan;

e. m fzetapmh.,

f. nama peraturan perundang-undangan daerah.

Pada pembukaan Peraturan Daerah sebelum nama ia’hatzm Dembentuk

Peraturan Daerah, dicantumkan (rasa DENGAN RAHMAT TUHAN YAN

MAHA ESA yang diletakan ditengah marjin.

a. Jabatan pembentuk Peraturan Daerah
Jabatan pembentuk Peraturan Daerah ditulis seluruhnya dengan huruf
kapital yang diletakan ditengah marjin dan diakhiri dengan koma ().

b. Konsiderans

1. Konsiderans diawali dengan kata Menimbang;

2. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran
yvang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Daerah
pokok-pokok pikiran pada konsiderans Peraturan Dacrah memual
unsur-unsur  filosofis, yuridis dan sosiologis yvang menjadi latar
belakang pembuatannya;

Pokok-pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa  Peraturan
Dacrah dianggap perlu untuk dibuat adalah kurang tepat karena tidak
mencerminkan tentang latar belakang dan alasan dibuatnya Peraturan
Daerah tersebut;

4. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tap-tiap pokok
. p-uap g
pidiran  dirumuskan  dalam  ra vanz_!_n kalimat yang merupakan
kesatuan pengertian;
£ ‘
5. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan

dﬂlu.nrl satu kalimat yang diawali \.‘}.(..i‘lé}d n kata bahwa dan diakhiri
dengan tanda baca titik koma (;);

Contoh ;

Menimbang :  a. bahwa ....... ;
b. bahwa ... ;

6. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertinbangan, rumusan butic
pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berilout :




Contoh untuk Peraturan Daetrah

. bahwa berdasarkan pertimbangan dimalsud dalam huruf a dan b
pe1lu menetapkan Peraturan Daerah tentang ... .

Chrriaaens sieaaes

Dasar hukum :

(63}

N

. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat;

. Dasar  hukum memuat dasar kewenangan pembuatan  peraturan

peraturan perundang-undangan;

Pada bagian ini dimuat peraturan perundang-undangan vang
memerintahkan pembuatan peraturan perundang- u“xda ngan;

Peraturan _permlda.ug,-u’ndum'uu Yang, Lii_t',u..!.m an :scgr‘zm.gai dasar hukum
hanya peraturan perundang-undangan vang tingkatannya sama atan

lebil tir gl

Peraturan perundang-undangan  vang  dibual  de ~1 gan  peraturan
perundang-undangain ¥ cng akan dibentuls {alau  ditctapkan) atau
peratura H‘omndar@ undangar ! ndangkan tetapi Delum
[OSTI ]“"ﬂxlz\u. tidak dicantumkan se bd& dl dasar }ls,ihll'i'ﬂ,

jika jumiah peraturan
hukum lebih dari saty, u

Hnl.lzll“’ ung: Angan  vang L!!)ﬂulell dasar

1-
B
kY
5

utan pencanbuman pey in mf*mm'rh"‘hkaﬂ tata

s Y
urutan hierarki peraturan perundang-undangan vany diurutkan secara
kronologis berdasarkan saat-saal pengelurannvay;

. Ketetapan ’(—rmum'o\\ aratarn Rakvat (Tap MPR) tidak
digunakan dasar  hukum,  RKecuali  jika  secara  tegas

memerintahkan }n mln‘uhu\un peraturan  perundang-undangan vang
dimasad:

iozaman Hindia Bal;

i LR £ 4

1

wda ‘ul'ﬂpdl donmm

dikeluarkan oleh L’(’m(‘ ntah koloniai

FATYOY {
\&1.;’l__) 4
Lyl » - - g, - vy
tanggal 27 Desember 1949 yang digunakan se‘..m.gd: dasar }‘1‘.‘1,

ditwlis lebih dalu terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan Lemudmn

jucul asli bahasa Belanda, dan dilengkapi dengan tahun dan Nomor
Staatsblad vang dicetak miring diantara tanda baca kurung (.....)
Contoh

1. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek Koophandel,
Staatsblad 1847:23);

1. Kata MEMUTUSKAN ditulis seluruhnyva deagan huruf kapital tanpa

spasi antara huraf dan diakhiri dengan tanda baca titik dua () maka
difetakkan di tengah marjin.
Contoh .



| o)

MEMUTUSKAN -

- diatas kata MEMUTUSKAN dicantumkan frasa Denean persetuiuvan
(o] t

yvang dncmkun ditengah marjin. Huruf awal kata ” persetujuan

- s - ...
san nuruf 7p” Recl,

JCILA \mTR

h
|H'L| L(l( I\*"'i

o

Rata menelapkan dicantumkan sesucdalh kata MEMUTUSKAN yang
disejajarkan kebawah dengan kata Menimbang dan Mengingat hmu(
awal kata Menetapkan dvtluzs dengan huruf kapital dan  diakhiri
dengan kata tanda baca titik dua ();

Nama yang tercantum dalam judul peraturan dicantumkan lagi setelah
kata Menetapkan dan didahului dengan pm.mnm man jenis peraturan

perundang-undangan tanpa frasa KABUPATEN CIANTUR serta ditulis
dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca Gtk (O
Contoh -

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANC

. Batang tubuh
L

. 1. Batang tnbuh Peraturan Dacral moemuat somua
wiwt ansi Peraturan Doerah vang  dirumuskan

!‘J

Pada umumnva substansi dalam batang tubuh
dikelompok fan ke dadam

a. ketentnan umum;

b. materi pokok vang diatur;

c. ketentuan pidana \;1!.\‘\ diperlulan);

d. ketentuan peralibhan (jika diperfuban),

e. ketentuan penutup.




C.3.

C. 4.

C.5

)
~3

N
J

Dalam  pengelompokan  substansi  sedapat
mungkin dihindari adanya bentuk KETENTUAN
LAIN (-1.AIN) atau sejenisnva.

Materi vang bersangkutan diupayakan untuk
¥ Y (% < -

masuk ke dalam bab-bab vang ada atau dapat

pula dimuat dalam bab tersendiri dengan judul

yang sesuai;

Substansi vang berupa sanksi administratif atau
sanksi keperdalaan dirumuskan menjadi satu
bagian (pasal) dengan norma yang memberikan
sunksi administratif atau sanksi keperdataan
apabila terjadi pelanggaran atas norma tersebut;
Jika norma yang memberikan sanksi administratif
atau keperdataan terdapat pada lebih dari satu
pasal, sanksi administratif atau  sanksi
keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir
dari bagian (pasal).

Dengan demikian hindari rumusan ketentuan
sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana,
sanksi keperdataan dan sanksi administratif dalam
satu bab.

~

f

anksi administratif dapat berupa, antara lain,
pencabutan  ijin, pembubaran, pengawasan,
pemberhentian sementara, denda administrasi

atau daya paksa polisional.
Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain gant
kerugian.

a. Bab diberi nomor urut dengan angka romawi
dan judul bab yang seluruhnya ditulis dengan
huruf kapital;

b. Kata bab seluruhnya ditulis dengan huruf
kapital
Contoh
BAB I
KETENTUAN UMUM
a. Bagian diberi nomor wrut dengan bilangan
tingkat yvang ditulis dengan huruf dan diberi
judul.

b. Huruf ...

U4
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b. Huruf awal kata Bagian, urutan bilangan dan
setiap kata pada judul ba glan ditulis dengan
huruf kapital, kecuali huruf awal pada partikel
yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh ;
Bagian Kelima
Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor
Kendaraan Gandengan dar Kereta Tempelan
Pasal ...

a. Paragraf diberi nomor wrut dengan angka arab
dan diberi judud;

b. Huruf awal dari kata paragraf dan setiap kata
judd paragraf ditulis dengan huraf kapital,
kecuali huruf awal pada partikal vang tidak
terletak pada awal frasa.

Contoh :
Para graf

Ketua, Walkil Ketua dan Anggota Dewan
Pasal ...

Pasal merin

X

r
perundang- undangan vang memuai satu norma
dan dirumy

muskan dalam satu kalimat vang disusun

akan satuan aturan dalam peraturan

w

1

secara singkat, jelas dan [ugas.

Materi Peraturan Daerah lebih baik dirumuskan
dalam banyak pasal vang singkat dan jelas
daripada kedalam beberapa pasal yang masing-
tmasing pasal memual banyak aval, kecuali jika
materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu
rangkaian yang tidak dapat dipisahkan,
a. Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab;
b. Huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf

kapital.

Contoh :

Pasal 34

Pemberian sumbangan Pihak Keliga kepada
daerah tidak membebaskan dari kewajiban-
kewajiban lainnyva,

C.13.a. Pasal ....

13
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C.13. a. Pasal dapat dirinci kedalam beberapa avat;

.14,

b. Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab

diantara tanda baca Kurung tanpa diakhiri
tanda baca titik (.);

¢. Satu ayat hendaknya hanva memuat satu norma
yvang dirumuskan dalam satu kalimat utul;

d. Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai
acuan ditulis dengan huruf besar.
Contoh :

Pasal 8

(1) Satu permintaan izin trayek hanya berlaku
untuk satu izin trayek.

(2) Dalam pemberian izin sebagaimana dimaksud

N

dalam ayat (1) pasal ini menyebuikan
mengenai jalur trayek antar kota dalam
Kabupaten yang dituju.

(3) Tata cara permohonan jzin sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Bupati.

Jika satu pasal atay ayat memuat perincian unsur,
maka disamping dirumuskan dalam  bentuk
kalimat dengan rincian, dapat pula
dipertimbangkan pengounaan rumusan  dalam
bentuk tabulasi.
Contoh :

Pasal 17

P SR F TR Too aatale oo
Yang Cm}mt aiverl izin {ravex ialan orang

)
perorangan atau badan hukum vang berdomisili

i
|
di Kabupaten Cianjuar,

Isi pasal tersebut dapat lebih mudah dipahami jika
dirumuskan sebagai berikut :

atau badan hukum yang:

a. telah memiliki surat izin usahs

etk ,

b. berdomisili di Kabupaten Cianjur.

.15.a. Dalam ....

24
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C.15. a. Dalam membuat rumusan pasal atau avat

dengan bentuk tabulasi hendaknya
diperhatikan hal-hai sebagai berilut :

- setiap rincian harus dapat dibaca sebagai

satu  rangkaian kesatuan dengan frasa
pembulka;

- setiap rvincian diawali dengan huruf (abjad)
kecil dan diberi tanda baca titik (0);

- gpha » frasa dalam rincian diawali dencan

BR &4y LRl LAl LLadadl QRARAAd

huruf kecil;

- setiap rincian diakhiri dengan tanda baca
titik koma (;);

- jika satu rindan dibagi bagi kedalam unsur
vang lebih kecil, maka unsur tersebut

difuliskan masuk kedalany,
- di belakang rincian masih mempunyai rinci-
an lebih Lm ut dibert tanda baca titik dua (),
- pembagian rincian (dengan wrulan makin
kecil) ditulis dengan abjad kecil yang diikuti
dengan tanda baca kurung tutup;angka Arab

dengan tanda baca kurung tutup;
- pembagian rincian hendaknya tidak melebihi

empat ‘Emﬂ\dt Jika rincian melebihi empat
tingkat, p*>“1u dipertimbangkan pemecahan
pasal vang bemangkutan kedalam pasal atau
ayat lain.

C.16. b. jika wunsur atau rincdan dalam tabulasi

C.

dimaksudlkan sebagai  rinclan  kumulatif
ditambahkan kata dan dibelakang rincian
kedua dari rincian tevalkhir;

jika rincian dalam  tabulasi  dimaksudkan
sebagai rincian alternatif, ditambahkan kata
alau dibelakang rincian kedua dari rincian
terakhir;

.jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan

sebagai rincian kumulatif dan alternatif,
ditambahkan frasa dan atau dibelakang rincian
kedua dari rincian terakhir;

o, kala ...
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%.’t:lUc.i AT SOUATD TNSUE avau riadial.

Tiap-tiop rincian ditandal dengan huraf ab

sy
]
a,
- .
o Adan atauw)
T,
r;-" Y €311 1*'! 1 A N e Ve B b "7'5/\"\'\(\?]1 ]”\"\ raEatarEe k) ],\]"'; Y
jaa Sudvue DadGnaldl DAl URKan rindan ieoin

lanjut, rincian itu ditanda dengan angka 1,2
dan seterusnya

a. ..o (dan atau)

|
1. .. Jdan atau)
2

A e, ((dan, atau)
b

. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan

rincian vang mendetail, rincian itu ditanda
dengan a), b), dan seterusnya,

(3) . :

a. ... Adan, atau)
b,
1o, H{dan, ataw)
2.
a. ... (dan, ataw)

b,

. Jika suatu rincian vang mendetail memerlu-

kan yang lebih mendetail lagi, rincian itu
ditanda dengan angla 1), 2), dan seterusnya.

(Q\
) e .
Qe A(dan, atau)
b
1. ... (cdan, atau)
a) ... (dan, atau)
bYy......

1) .

2b

!
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1) ... (dan,atau)

Ketentuan Umum :

a. Ketentuan umum diletakkan dalam bab ke satu.
Jika Peraturan Daerah tidak ada
pengelompokkan  Bab, ketentuan umum
diletakkan dalam pasal (-pasal) pertama;

b. Ketentuan Umum dapat memuat lebih dari satu
pd'm:u,
¢. Ketentuan umum berisi :
1) batasan pengertian atau definisi;
2) singkatan atau akronim yvang digunakan
dalam peraturan;
3) hal-hal lain yang bersifat umum yang
berlaku bagi (-pasal) berikutnya, antara lain

ketentuan vang mencerminkan asas, maksud
\.LLI‘I U.iJ uan.

o

. Frasa pembuka dalapr  kelentuan  wmum
Peraturan Daerah berbunyi sebagai berikut
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud
dengan :

b, Frasa pembuka dalam  ketentuan  umum
peraturan  perundang-undangan  dibawah
Peraturan Daerah \h"“suml\an dengan jenis
pera turarmya :

Iﬂca ketentuan umum berisi batasan ﬂpnmllhan
definisi, singkatan atau akronim lebih dau satu,
maka masing-masing wraiannva diberi nomor urut
dengan am,ka Arab dan diawali dengan huruf
kap;.. il serta diakhin dengan tanda baca titik ().

Kata atau istilah vang ‘n uat dalam ketentuan

umum. hanvalah Kata atau MLiah vang terdapat
didalam pasal-pasal selanjulnya,

1

jika suatu kata atau istifah hanva terdapat satu
kali, pamun kata atau istilah itu diperlukan
pengertiannya  untuk suatu bab, bagian atau
paragraf tertentu, dianjurkan agar kata atau istilah
itu diberi definisi mdd pasal awal dari bab, bagian
atau paragraf vang bersangkutan.

e s ) TT
i

.22, Urutan ...

=
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Urutan penempatan  kata  atau  istilah dalam
ketentuan wmuwm  men C;d\mi ketentuan sebagai
berikat :

. pengertian vang mengatur tentang  lingkup
wmum ditempatk( n leb ih dahulu dan yang
berlingkup khusus;

i T - - P Py R
0. ynnbtlucur vqug ier J!. ipat 10 Ny du“uhu u.uualal’i‘x

materi pokok yang diatur ditempatkan dalam
urulan yang lebih daholy;

¢ pengertian vang mempunyai kaitan dengan
pengertian diatasnva ......

Ketentuan Pidana

keten tuan p]d ang  memuat rumusan v Zl,l'lg
menyatakan pengenaan pidana atas
pelanggaran terhadap keteniuan vang berisi
norma larangan atau perintah;

b. dalaoy merumuskan kelentuan lama nya pidana
atau banyaknya denda perlu divertimbangkan

sy P BN po S
yang chtimT l}\i Lll

mengenai  dampak
berupa  keresahan L.mmyn,rzmak maupun
ketugian yang besar alau molif lindak pidana

vang dilakukan;

¢ ketentuan pidana ditetapkan dalamy  bab
tersendiri vaitu BAB KETENTUAN PIDANA
yang letaknya scsudah materi pokok yang
ciatur sebel um HAR KETENTUAN
PERALIHAN. Jika bab ketentuan peralihan
tidak ada, letaknva ada].ah sebelum BAB
KETENTUAN PENUTU

d. jika didalam Peraturan Daerah tidak diadakan
pengelompokan (bab per bab), ketentuan
pidana ditempa tkan dalam pasal vang terletak
langsung sebelum pasal (-pasal) yvang berisi
Letentuem peraliban,  kelentuan  pidana
diletakan sebelum pasal penutup;

e. pada dasarnya hanya U_nc:'l.a.ng-Lundan«éJ dan
Peraturan  Daerah  vang dapat memuat
ketentuan pidana.

Jika ..

28
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Jika suatu Undang-undang mendelegasikan
pengaturan ancaman pidana kepada peraturan
vang lebih rendah, perlu diperhatikan bahwa :

1) pendelegasian  tersebut hanya  dapat
diberikan kepada Peraturan Pemerintah;
dan

.{.) u“iudm —tlm.mﬂv yang m(.‘udv.le':'am an
pengaturan ter sebut harus menetaplxan jenis
serta maksimum ancaman pidana vang
dapat dijatubkan.

ketentuan pidana harus menvebutkan secara
tegas nama larangan atau  perintah yvang

dilanggar dan mem

ni—;nt 1\105‘}’:1 {_ayn }"\ vangy

Feou \J:L S¢

memuat norma tersebut.

jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun,
:.s“u_’r_wy ek dan  ketenfuan  pidana  dirumuskan

dengan frasa setiap orang.

Contoh :
Vasal 8

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa
hak menggunakan izin travek milik orang lain
atau badan hukum lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ind, dipidana
kurungan paling lama © (enam bulzm atau

- I P P et vy 129~ o ST
c,.e:nda scbn_.‘._',.'a k- banvakaya Rp 5.000.000,- (lima

ketentuan pidmm hendaknya  menyebutkan

dengan tegas kualifikasi jenis perbuatan yang

:’ucm« am -1:...A_;1sn_a.z:, pidana  pelanegoaran  atau
[ X £z (w1}

kejahatan.

Contoh :
BABV
KETENTUAN PIDANA

(1) Setiap orang vang melanggar ketentuan
Pasal ... hmuam. dengan kurungan paling
lama ... atauw denda paling bdu}- ak Rp

(25 Tindak ...

e
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(2) Tindak pidans  sebagaimonae dimaksud
PR |
Lid

Jrasas RS R I T oy gn .
dalam avidat ) actalah Derangyaran.,

hindari penvebuian atauw  pengacuan  dalam
ketentuan pidana vang dapat membingungkan
pemakai karena '{'m_‘n;‘ggu.‘m} an pengertian vang
tidak jelas apakah kumulatif atau alternatif.

Contoh :

Setiap orang  vang melanggar  ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal
13 dan Pasal 14, dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan.

331,

jika suatu peraturan perundang-undangan yang
memuat ketentuan pidana akan diberlakusurut-
kan. Ketentuan pidananva harus dikecualikan
mengingal adanva asas umum dalam Pasal 1
ayat (1) KUHP vang menyatakan bahwa

ketentnan pidana tidak h leh berlaku surut.

Contoh

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak
Langgal 1 Januari 1976 kecuali untuk ketentuan
pidananya.

. ketentuan  pidana  bagi tindak  pidana

pelanggaran terhadap kegiatan bidang ekonomi
dapat tidak diatur tersendiri didalam Undang-
undang yang bersangkutan, tetapi cuLup
mengacu  kepada  Undang-undang  yang
mengatir mengenai tindak pidana ekonomi
(misalnva Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun
1955 tentang  Per

rusttan.  Penuntutan  dan
peradilan Tidak Pidana Ekononi).

tindak pidana dapat dilakukan oleh in dl"ldU
maupun korporasi, pidana bagi tin wdak pidane
vang dilakukan oleh  korporasi a.a.x;nlu,._d\am
Tepinnela

J\P}'( {aa .
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2 VAN 1101 uuxnmh melakukan

i'umlm atau yang bertindak qcoag(ﬂ

pemimpin datam me iai\u kan perbuatan atau
ke idldmn atay;

3. kedua-ked: uanya
C.24 Ketentuan Peralihan

a. kefentuan  peralihan  memmnat penvesuaian
keadaan yang pada saal peraturan perundang-
undangan baru mulai berlaku agar peraturan
perundang-undangan tersebut dapat berjalan
lancar dan tidak menimbulkan kegoncangan
dalam masyarakat.

b. ketentuan  peralihan  dimuat  dalam  bab
KETENTUAN PERALINIAN dan ditempatkan
diantara bab KETENTUAN PIDANA dan bab
a TORTTTT ART TXMORIT TT°F TTD 1, SR S R k1
KETENTUAN PENUTUP, wala upun hanva 1
(satu) pasal. Jika dalam peraturan perundang-
undangan tidak diadakan pengelompokan bab,
pasal (-pasal) yang memuat ketentuan peralihan
ditenmpatkan Qf‘bf‘hhn pasal  (-pasal) vang

LI N g W &

1at lote
menuat Keten

.25, Ketentuan Penutup

a. ketentuan penutup  ditempatkan dalam  bab

terakhir. Jika tidak diadakan pengelonmpokan
J 3 O L

bab, ketentuan penutup ditempatkan dalam
pasal (-pasal) teralhir;

b. pada umumnya ketentuan penutup memuat
ketentuan mengenai

1. penunjukan organ atau alat perlengkapan
yang melaksanakan peraturan perundang-
undang.m,

2. pernyataan Hdak berlaku, penarikan atau

pencabutan peraturan perundang-undangan
vang telah ada;

3. nama singkat, dan;

4. saat mulai berlaku peraturan perundang-
uﬂdangan.

¢. ketentuan ...

3/
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. ketentuan penutup Peratwran Daerah dapat

meniat vmm\sauaan peraturan perundanb-
undanmm yang bersifat :

1. menjalankan (ekselkutif) misalaya penunjul-
an pejabat tertentu yang diberi kewenangan
untuk  memberikan izin, mengangkat

pegawai dan lain-lain;

|2

- mengatur (legislatif), misalnya pendelegasian
I\ewuxga.ngdn untuk  membuat peraturan
pelaksanaan.

bagi nama Peraturan Daerah yang ncm;:mg
dapat dimmuat ketentuan menge wl ndma 51 m:.kat

Lonomor dan tahun pengeluaran  peraturan
yang ‘i.ufgt:s;.m;;;im'mn tidak perlu disebutkan;

12

nama singkat bukan berupa singkatan atau
a.l-;ro;n im, kecuali H.L\(I 5 m'”m tan atau alkronim,
itw sudah  sangat du\'.e;z}_‘lal dan tidak

vt ey bae 1 PONSY
menimbulkan salah pengertian.
¥

1. pada dasarnya seliap peraturan pecundang-
undangan mulai berlaki pada saat peraturan
vang  bersangkutan  diundangkan  atau
divmumkan;

2. jika ada penyvimpangan terhadap saat mulai

berlakunyva peraturan perundang-undangan

yang bersangkutan pada saat diundangkan

atau divmumban, hal itu dinvatakan secara

tegas didalam peraturan vang bersangkutan

dengan

- menentukan  tanggal  tertentu  saat
peraturan akan berlaku;

Contoh :
Peraturan Dae
tanggal 1 Apri

ah ini mulaiberlaku pada

- menyerahkan ...




e,

[y

1.

1.

- menverahkan penctapan  saat  mulai

berlakunya kepada peraturan lain vang
tin I3 katannva sama, ji ka vang

v - \J
diberiakukan ite kodifikasi atau peraturan
ain vang lebih rendah

[y
el

Saat muiai bedakunva Peraturan Daerah
ini akan aitetapkan dengan Keputusan

- Hindari penggunaan ramusan 7 Peraturan
DRaeraly ini berlaku efekiif atau ditetapkan

padn tdﬂ"“dl
saat mulai berlaku peraturan pelaksanaan tidak
boleh ditetapkan lebih awal daripada saat mulai
berlaku peraturan yang mendasarinya.

. jika suatu peraturan perundang-undangan tidak

R
diperlukan lagi dan dk‘ anti dmgan peraturan
perunds m;—**w* angan baru harus secara tegas
mencabut peraturan perundang-undangan vang

tidak diperlukan itu.

1. Peraturan  Daerah banva dapal dicabul
dengan  peraturan  perundang-undangan
daerah vang tinekatannyva sama atau lebih

o 4__) \‘T o

tinggi,
2. pencabutan Peraturan Dacrah dengan

peraturan perundang-undangan vang
tingkatannva lebih tinggi dilakukan jika
peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi itu dimaksudkan untuk menghapus
kembali  seluruh  atau  sebagian  materi
Peraturan Daerah vang lebih rendah yang
dicabut it

untuk mencabut Peraturan Daerah yang telah
diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan
frasa dm ratakan tidak berlaku.

Contoh ...

33
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Contoh :

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

Peraturan L-'aemn Nomor .... Tahun ..... tentang

(Lembaran Negara Tahun ... Nomor ... Seri...)
dinyatakan tidak berfaku.

untuk mencabut Peraturan Daerah yvang telah
diundangkan tetapi belum mulai  berlaku,
gunakan frasa dinyatakan ditarik kembali

Contoh ;

Pada saat Peraturan Dacrah ini mulai berlaku,

Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang
..... {(Lembaran Negara Tahun ...... Nomor ...
Seri .....). dinvatakan ditarik kembali.

penghapusan  Peraturan Daerah hendaknya
disertai pula dengan penjelasan mengenai
status  dari  perataran  pelaksanaan  atau
Keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan
peraturan yang dihapus.

Contoh ;
Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaky,
scmua peraturan perundang-undangan dacrah
vang merupakan peraturan pelaksanaan daripd

Nomwor ... Tahun ... tentang .o,
(Lembaran  Negara Daerah  Nomor ... )

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertantangan  denga n  ketentuan Peraturan
Daeraluini.

D. Penutup

1. Penutup Peraturan Daerah memuat .

A, TIIMuUsan pv-‘r‘jm;ih pengundangan dan
penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran
Dacrah;

b. penetap dan  penandatanganan Peraturan
l.)amah,

c. pengundangan atau  pengumuman Peraturan

Daerah;

d. akhir ....

3Y
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d. akhir bagian penatup,

Rumusan perintah pen gundangan dan penempatan
Peraturan Daerah dalam Berita Daerah Kabupaten
Cianjur berbunvi sebaoai berikut :

[

Agar setiap orang mengelahuir va memerintahkan

pengundangan ... (jenis peraturan perundang-
undangan Daerah) ..., ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

. Penetapan dan penandatanganan Peraturan Daerah

memuat :

oy tdan ta 7?.34,&-. ; .
a. tempat dan tanggal penetapan;
b. nama jabatan;
¢. tanda tangan pejabat dan

¢ nama lengkap pejabal vang menandatangani,
4
i

Contoh :

ot

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal

BUPATI CIANJUR,

tanda tangan

NAMA

- & pengundangan atau  pengumuman Peraturan

Daerah memuat :

- tempat  dan tanggal pengundangan  atau
pengumuman;

- nama jabatan (yang berwenang mengundang-
kan atau mengumumkan);

- tandatangan dan.

- nama lengkap pejabat vang menandatangani,
tanpa gelar dan pangkat.

b. tempat tanggal pengundangan atau pengumum-
an Peraturan Daerah diletakkan sebelah kiri (di
bawah  penandatanganan pengesahan  atau
penetapan);

C. hama ....

IS
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dalam huruf Lapital el RO Tana javatan
11

¢. nama jabatan dan nama pejabat ditulis len
1

diberi tanda baca koma (4

NoA M A
5 & an penutup dicantumkan
mb Jacrah beserla tahun dan nomor dari
Letnbaran Dacrah Kabupaten Clanjur,
b, penulisan frasa Lembaran Daerali Kabupalen

Cianjur ditulis selurubnya dengan huruf kapital

Y rrma s dos ot ta Ly oagas | " v an gy b
Untuk Peraturan Daeral, Keputusan Bupati

(vang bersifat pengaturan)
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANIUR

LAMBANG DAERAH
NOMOR ...... TAHUN ........ SERI ...

wakaa L A J‘\LAAL/ _m\-_.‘ v.mv

PERATURAN DAERAH/KEPUTUSAN BUPATI
YANG DIUNDANGKAN

Peraturan Daerah dan heputusan Bupati vang bersifat m@ngatur ditmdangkan
berdasarkan kt?.t(‘ ttuan Pasal 73 ﬂvm. \1; Undain 18- -inda ang Nomor 22 Tahun 1999 u&ﬂfc’ut
menemnﬁt]\anm a dalam Lembaran Daerah

H.AL ﬁKBIL.&L.L\.‘ \.”
A. TPenjelasan
1. a &

b. Peraturan
memuat pe

-2

4 .
‘vt‘!’rlt'dl ‘wl{!u;”dll (l;'iUHdL(H iu:\w: Vk’i'!‘fg iatur NP urn” !hlldl!k’ lLH’LLh }\d“,”” i
pen}» TSN

menimbuikan kKeragu-raguan,

. Pada dasarnva rupmsan penjelasan Pe‘-i"r% turan Daerah tdak dapat dijadikan
1.

an  rumusan norma datam

«.,f;:xf:::;..s.w;,; tubuh harus jelas dan  tidak

3. Penjelasan tidak digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan
lebih lanjut. 'Jr’iarcm it hindari miembuatl rumusan norma didalam bagian
penjelasan.

4. Penjelasan berfungsi sebagal tafsivan resmi atas materi terlentu.

5. Naskah penjelasan disusun be
Peraturan Dacrah vang bersangkutan.

AN penvusunan 1-:\1‘\1*911053111
s penvusunan rancangar

6. hxd*ﬂ pvﬂéc*{asa'n sama dengan judul peraturan pecandang-undangan daerah

i
.4
\

PERATURAN DAFRAH KABUPATEN CIANJUR

P T I T I S TR

7. Penjelasan ....
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Penjelasan Peraturan Daerah memuat penjelasan umum dan venjelasan pasal
deni pasal.
Rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali dengan huruf
romawi dan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital
Contoh:
L UMUM
IL PASAL DEMI PASAL
Penjelasan umum  memuat uraian sistimalis mengenat latar

belukangpemikiran, maksud dan tuj juan penvasunan Peraturan Daerah

b. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab,
;1_L.:1 hal ini lebih memberikan penjelasan.
tah -

G

'{ TIRAT T'A A
4, WLYIOU YL

1. Dasar pemikiran

Bila dalam penjelasan wmum din

win ;’u‘kd!‘& Ko peraturan }““1 undang-
undangan lain atau dokumen lam hes 1 penunjukan ity dilengkapi dengan

keterangan mengenai sumbernva.

‘

Dalam menvusun penjelasan pasal demi pasal perlu diperbalikan agar penjelasan

th

a. tdak bertentangan dengan materi pokok vany diatur dalam batang tububy;

b, tidak mermperluas atau menambah norma-norma vang ada dalam batang
tububy;
. tidak melakukon pengulangan atas materi pokok vang diatur dalam balang
tubuh;

(.1 U(..ux». v
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Cukup jelas

Avat (1)

Cukup jelas.
ndangkan di Clanjur Ditetapkan di Clanjur
a tanggal 15 Juni 2001 pada tanggal 8 Juni 2001
I A T)l’(_:" THYA LY A LT DT ATT T NTTY 11D
s I INED DN L, R LESCEOYINTUIIN,
ap/ttd
S5 R N A , WASIDI SWASTONMO
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